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PENDAHUL UAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan saat ini sermaggi, sehingga
mengakibatkan semakin banyak pula lembaga keuabg#a itu bank maupun
lembaga keuangan bukan bank yang mana lembagduenmsenjadi tujuan dari
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pgadn, baik itu pembiayaan
dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Selain bank, dewasa ini banyak tumbuh berkembamgpdga pembiayaan
atau yang sering dikenal dengan Lembaga Pembial@asumen sebenarnya
keberadaan lembaga pembiayaan konsumen yang semakingkat salah satunya
dikarenakan bank yang ada di rasa tidak cukup nggndangi berbagai kebutuhan
dana bagi masyarakat. Penyebab lain adalah “ke#edra jangkauan penyebaran
kredit oleh bank dan keterbatasan dana”.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepadaamagalam bentuk
pembayaran harga barang secara tunai kepada pem@aspklier) Antara
perusahaan pembiayaan dan konsumen harus ada#hilu perjanjian pembiayaan
yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjiasdbut, perusahaan pembiayaan
wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada koesusebagai harga barang
yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak koeswvajib membayar kembali
kredit secara angsuran kepada perusahaan pembigsyselnut.

Berkaitan dengan cara penjaminan dalam perjangambpayaan kendaraan
bermotor di atas, tidak lepas dari kemungkinanatinya suatu resiko, misalnya
konsumen wanprestasi, lalbagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang malileetahui obyek jaminan fidusia
berada dalam penguasaan pemberi fidusia?

Selanjutnya terhadap barang jaminan yang didalajarpen kredit debitur
melakukan wanpretasi, maka ekseskusi dapat dilaks&eara langsung berdasarkan
titel eksekutorialyang melekat pada jaminan tersebut, sehingga krelordasarkan
hal tersebut, atas kekuasaannya berhak menarikakaand bermotor tersebut dan

menjualnya guna pelunasan hutang debitur.



Eksekusi yang dilakukan pihak lembaga pembiayatak tharus dimintakan
suatu putusan pengadilan, akan tetapi lembaga pgadn selaku kreditur memiliki
hak secara hukum untuk melakukan eksekusi secagsuag apabila konsumen
melakukan wanprestasi.

Dari gambaran di atas, penulis sangat tertarik kumengetahui jawaban
dari pertanyaan bagaimana upaya penyelesaian veaagirelalam perjanjian kredit
dengan jaminan fidusia yang mana diketahui obyeldaeya tidak secara langsung
dikuasai oleh lembaga pembiayaan?, yang penulistkdesikan sebagai judul
penelitian  skripsi, vyaitu : PENYELESAIAN WANPRESTAS DALAM
PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN
FIDUSIA (Studi kasus di PT. Mandiri Tunas Finance).

PEMBATASAN MASALAH

Di dalam penelitian ini penulis memberikan batagarhadap lokasi
penelitian yang bertempat di PT. Mandiri Tunas RogeaCabang Surakarta. Untuk
selanjutnya dalam penulisan skripsi ini tidak dicamkan keterangan lokasi dan/atau
cabang atas permintaan pihak PT. Mandiri Tunasnémalan guna memudahkan
penulis untuk memperoleh ijin, data dan keterangan.

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masaalj penulis

sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kredit kendaré&rmotor dengan
Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance ?

2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalamnpemj&kredit kendaraan
bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri BuRaance ?

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam peniglasanprestasi dalam
perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jamifidnsia di PT. Mandiri

Tunas Finance ?

TUJUAN PENELITIAN
Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah seb&gaikut :



1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredmdaraan bermotor dengan
Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasimdgarjanjian kredit
kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia di PiildM&unas Finance.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihaddpimd@enyelesaian
wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bemmdengan Jaminan

Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

E. MANFAAT PENELITIAN
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagakbt :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenaikbéan isi
perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan JamiRatusia dan cara
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian krediebeit di PT. Mandiri Tunas
Finance beserta hambatan-hambatan dan cara mengatas

2.  Memberikan sumbangan, masukan, dan informasi kepadgarakat sehingga
mereka mengetahui tentang bentuk dan isi perjankeadit kendaraan
bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyates@nprestasi dalam
perjanjian kredit tersebut di PT. Mandiri Tunas dfine beserta hambatan-

hambatan dan cara mengatasinya.

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianpskini adalah
deskriptif kualitatif, yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan
memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelgecara jelas mengenai
bentuk dan isi perjanjian kredit kendaraan bermadtmgan Jaminan Fidusia
dan cara penyelesaian wanprestasi dalam perjakjiedit tersebut di PT.
Mandiri Tunas Finance.
2. Metode Pendekatan
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metoddeiextanyYuridis-
Sosiologis dalam perspektif yuridis bermaksud menjelaskagali@as aturan-

aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum tentamgkbaen isi perjanjian



kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusm cd@a penyelesaian
wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bemmdengan Jaminan
Fidusia, kemudian dalam perspektif empiris dimakanduntuk mengetahui
pelaksanaannya di PT. Mandiri Tunas Finance SuiaKagserta hambatan-
hambatan dan cara mengatasinya.
Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian inisddal
a. Data Primer
Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secargsiag diperoleh
dilokasi penelitian.
b. Data Sekunder
Yaitu yang berupa dokumen-dokumen resmi yang dickhn oleh PT.
Mandiri Tunas Finance.
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
a. Penelitian Lapangan
Yaitu data yang diperoleh secara langsung padakopgeelitian adalah
dengan cara :
1) Observasi (pengamatan)
Yaitu pengamatan secara langsung yang berkaitagadenara
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredihd&ean
bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri BuREnance.
2) Interview (wawancara)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanyabasecara
langsung atau tertulis dengan responden yaitu goifadk yang
terkait dalam cara penyelesaian wanprestasi dagajargpian kredit
kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di PhdviaTunas
Finance.
b.  Studi Kepustakaan
Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder dengan mledek
studi pustaka yaitu membaca, mengkaji, dan menelitatatur serta

peraturan perundang-undangan yang berhubunganrdéegéuk dan isi



perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jamifidusia dan cara
penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredid&ean bermotor
dengan Jaminan Fidusia.
c. Analisa Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam peneliieskriptif

ini dilakukan secara kualitatif yaitu teknik anaislata yang bertujuan
mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi kafaen yaitu
peraturan-peraturan tentang bentuk dan isi pegarfredit kendaraan
bermotor dengan Jaminan Fidusia dan cara penyaheseanprestasi
dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengaminhn Fidusia,
kemudian dipadukan dengan pendapat responden dndap yaitu
tentang cara penyelesaian wanprestasi dalam parjdaedit kendaraan
bermotor dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri RuRaance dan dari
hasil analisis tersebut disimpulkan secara dedulaif digunakan untuk

menjawab permasalahan yang ada.

. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN
1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian di dalam Buku Il KUHPerdBtsal 1313 yang
mengatur bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatoupésan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap sedng lain atau lebih *.

Dengan kata lain, definisi perjanjian merupakanbpatan hukum
yang bersegi dua atau jamak, dengan demikian di@erladanya kata sepakat
antara pihak-pihak, dimana pihak yang satu setaju yang lainnya untuk
melakukan sesuatu.

Perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdagaupakan
perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban
kepada kedua belah pihak, sehingga tidak berlaki feerjanjian jenis lain,

misalnya : perjanjian perkawinan dan perjanjianekelaan.



Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian terdapat didalam isi IPA820 KUH

Perdata, harus memenuhi empat syarat, yaitu :

a.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yakni yaldata sepakat
dari para pihak tentang hal-hal pokok yang dipgkan, apa yang
dikehendaki oleh para pihak yang satu juga dikehldnoleh para pihak
yang lain dan kebalikannya.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, oleh huetumyaratkan
adanya unsur kecakapan sesuai dengan Pasal 132%PKtdldta bahwa,
“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikagaikatan, jika ia
oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”.

Suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikaak dan kewajiban)
kedua belah pihak.

Suatu sebab yang halal, dalam hal ini adalah memngen perjanjian
yang akan dibuat tidak bertentangan dengan Undadgng, ketertiban
umum dan kesusilaan..

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarhyektifkarena kedua

syarat tersebut mengenai subyek perjanjian, sedang&kdua syarat terakhir

disebut syarabbyektifkarena mengenai obyek dari perjanjian.

Keempat syarat perjanjian tersebut di atas merupakarat sahnya

perjanjian, maka syarat-syarat tersebut haruslaéndihi oleh para pihak yang

akan membuat perjanjian.
Obyek dan Subyek dalam Perjanjian

Pengertian dari obyek dan subyek dalam perjanjiaah :
Obyek perjanjiannya adalah benda atau uang yahgatey dalam akta
perjanjian yang telah ditandatangani kedua belalkpsebagai bentuk
persetujuan antara kedua belah pihak sebagai Bubtutngan hukum.
Sedangkan mengenai subyek dalam perjanjian adaldinakbelah pihak
yang mana keduanya membawa hak dan kewajiban artsuypyek
hukum itu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajibdalam

perbuatan hukum yang dilakukan.



4.  Wanprestas dan Akibat Hukumnya
Menurut R. Subekti, ada 4 bentuk Wanprestasi, yaitu
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakugann
Melakukan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidebagiaimana yang
dijanjikannya.
Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaktbdilakukannya.
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadaplbya hak
pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang magan wanprestasi untuk
memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum dihaaapikgar tidak ada satu
pihak-pun yang dirugikan karena wanprestasi tetsebu
Terhadap kelalaian atau kealpaan si berhutang dehitur diancam
dengan hukuman sanksi yaitu :
a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atebitur atau
dinamakan dengan ganti rugi.
b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemegadigmjian.

C. Peralihan resiko.

B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit Bank
Istilah kredit berasal dari bahasa Yunamretlere” yang berarti
kepercayaantiuth ataufaith) atau dalam bahasa lati@redituni yang berarti
kepercayaan akan kebenaran. Pengertian lain charygar

a. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suanbglean atau
mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji perdayakan
dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu yaradntdisepakati.

b. Pengertian tentang kredit dalam Bab | Pasal 1 {dddlang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang merumuskan, “Kredit adgdahyediaan
uang atau tagihan uang dapat dipersamakan dengarbatdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam afan& dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk umaki utangnya

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberiangbung



Menurut Gatot Wardoyo dalam Hasanudin Rahman,amiga yang

berjudul “Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank“perjanjian kredit

mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

a.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokartinya perjanjian
kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal tatak batalnya
perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya peigmj pengikatan
jaminan.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti negrag batasan-batasan
hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk kwétan monitoring
kredit.

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanpgaau pengikatan

kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditysif, :

a.

Akta/Perjanjian Kredit Dibawah Tangan yaitu penanj pemberian
kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanyatdiaara mereka
(kreditur dan debitur) tanpa notaris.
Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapatarieo (notariil) atau
akta otentik, yaitu perjanjian pemberian kredit holbank kepada
nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau dihadapansno

Perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari 4 (ethphagian :
Judul.
Dalam praktek, judul yang dipergunakan oleh seti@apberlainan, misal
Perjanjian Kredit.
Komparasi
Komparasi adalah bagian dari suatu akta yang merkeggtrangan
tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan pabunukum.
Isi
Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yargptiimnya dimuat hal-
hal yang diperjanjikan oleh para pihak.
Penutup
Merupakan bagian dimuatnya domisili hukum para lpihtanggal

perjanjian ditandatangani, dan tanggal mulai bertgk perjanjian.



Is dan Bentuk Perjanjian Kredit
Isi merupakan bagian dari perjanjian kredit yangaiimnya dimuat
hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Padaki@knya, isi perjanjian
kredit harus memenuhi 6 (enam) syarat minimal yaitu
Jumlah hutang;

Besarnya bunga;

a

b

c.  Waktu pelunasan;
d Cara-cara pembayaran;

e Klausulayang diperjanjikan;

f. Barang jaminan.

Perjanjian kredit bank umumnya mempergunakan bepgrjanjian
baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakéuk menunjuk pada
apa yang dikenal sebagatandard contracataustandart voorwaardemlalam
bahasa Belanda. Badrulzaman menerjemahkan dertgah erjanjian baku,
dimana baku berarti patokan, ukuran, acuan.

Mengenai definisi perjanjian baku, Droglever Fqgntui (dalam
Badrulzaman), merumuskannya sebagai “Perjanjiamg y@ygian pentingnya
dituangkan dalam susunan perjanjian”. Sementara Handius (dalam
Badrulzaman), memberikan definisi perjanjian bakibegjai “konsep perjanjian
tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinyaldamnya dituangkan ke
dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yangrsyeatertentu”.

Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dejayainan, baik
itu jaminan berupa benda atau jaminan perorangan.
a. Jaminan berupa benda (Jaminan Kebendaan)

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhusiskatu
bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakanmga memenuhan/
pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaandiguhat kepunyaan
debitur sendiri dapat pula kekayaan orang lain.agakn dapat beraneka
ragam bentuk, baik berupa benda bergerak, bendk bdrgerak, serta
benda yang tidak berwujud (seperti piutang), arltana:

1) Bentuk jaminan benda tidak bergerak, misal Hak gangan.



2) Bentuk jaminan benda bergerak misal Fidusia
b. Jaminan Perorangan
Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjiigakgang
menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia namggung
pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak nan&pwajibannya.
Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengatatelstur. Dalam hal
ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau ksdjuertentu.
4.  Berakhirnya Perjanjian Kredit
Seperti halnya perjanjian pada umumnya dan karerjarpian kredit
tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, maka hagtasi berakhirnya
perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KRiidata yaitu mengenai
hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapuklierga perjanjian
tersebut dalam Pasal 1381 KUH Perdata lebih badigababkan oleh :

a. Pembayaran (lunas) yang merupakan pemenuhan prdatasiebitur,
baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupaya-biaya
lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.

b. Subrogasi sebagai penggantian hak-hak si berutkeiy mhak ketiga
yang membayar kepada si berpiutang itu (Pasal K4 Perdata).

c. Novasi yang merupakan pembaharuan hutang dengamtdguatu

perjanjian kredit baru sebagai pengganti perjarkradit yang lama.

C. TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN
1. Lembaga Pembiayaan

Di Indonesia, walaupun telah ada pranata penyalatama yang
dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan nok, lsanara institusional
mulai resmi diakui setelah pemerintah menerbitkappgfes Nomor 61 Tahun
1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudiamatkt lanjuti oleh
Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomar
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Calak3anaan Lembaga
Pembiayaan, yang telah di ubah terakhir dengan t&ispao Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor : 448/KMK.017 /2000 temfafPerusahaan

Pembiayaan. Yang di maksud dengan Lembaga Pembiayaaurut Pasal 1



butir (2) Keppres Nomor : 61 Tahun 1988 tentang haga Pembiayaan, yaitu
. “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakilegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau banmaoggl dengan tidak
menarik dana secara langsung dari masyarakat
Selanjutnya dalam peraturan tersebut di atas dikega secara

terperinci mengenai kegiatan usaha dari lembagaiagaan, yang diuraikan
sebagai berikut:

Sewa Guna Usah&easing)

Modal VenturaVentura Capital)

a
b
c. Perdagangan Surat Berhar&§¢uritas Company)
d. Anjak Piutang Factoring)

e Usaha Kartu KreditGredit Card)

f. Pembiayaan Konsumé@onsumer Finange

Selanjutnya pengertian Perusahaan Pembiayaan nbeketentuan
yang di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Keppres Non&k Tahun 1988 juncto
Pasal 1 angka (c) Keputusan Menteri Keuangan Norh251/KMK.013/1988
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan LemPagabiayaan,
disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalahussedendi luar bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank, yang khusus didirikatuk melakukan
kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lemleghipyaan.

Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri KeuanBapublik
Indonesia Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Peruaah#@®embiayaan,
lembaga pembiayaan yang dapat dijalankan oleh qeatisahaan pembiayan
hanyalah sewa guna usaflaasing, anjak piutang(factoring), usaha kartu
kredit (credit carg dan pembiayaan konsum@onsumer finance).

Bentuk Hukum dan Fungsi L embaga Pembiayaan

Mengenai bentuk hukum badan usaha yang di beri wauge
berusaha di bidang lembaga pembiayaan yang melipatik, Lembaga
Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan Pembiayaantué#e bahwa untuk
Perusahaan Pembiayaan tersebut berbentuk Per3endmatas atau Koperasi.

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk PerseroaataBetbrsebut

dapat dimiliki oleh :



a. Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Indonesia.

b. Badan Usaha Asing dan WNI sebagai Usaha Patungan.

c. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebesardyasadalah 85%
dari modal setor.

Selanjutnya mengenai fungsi dari Lembaga Pembiayadalah
sebagai berikut :

a. Melengkapi jasa-jasa keuangan yang dapat dimamfaatkintuk
mengatasi kebutuhan pembiayaan dunia usaha yargyrtesningkat dan
semakin bervariasi.

b. Mengatasi kebutuhan pembiayaan guna membiayai te@giasaha
jangka menengah/panjang, yang berskala kecil da@ngah.

c. Memberikan pola mekanisme pembiayaan yang bervadasntara
bidang usaha dari lembaga pembiayaan tersebut yesliguti : sewa
guna usahdleasing) anjak piutangfactoring) modal venturgventura
capital), perdagangan surat berhar@®curitas company)usaha kartu
kredit (credit card) dan pembiayaan konsumg@onsumer finance)

d. Memberikan beberapa keringanan, seperti persyarg@nyediaan
agunan (collateral) yang longgar, keringanan di bidang perpajakan,
karena keuntungan yang diperoleh bukan obyek pegaghasilan.

e. Mengisi celah segmen yang belum di garap oleh induerbankan.

Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sdjerdg
konsumsi (consumer credjt yang membedakan hanya pihak pemberi
kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukaah operusahaan
pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikah blnk yaitu : “Kredit
yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna p&mnblearang-barang
konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakanpdgeman-pinjaman yang
digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nontor
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Calak3anaan Lembaga

Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Repuitiknesia Nomor :

448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan gaskan, mengenai



definisi Pembiayaan KonsumerfConsumer Finance)adalah kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan ukabutkonsumen,
dengan sistem pembayaran angsuran atau berkal&arishmen.

Dasar hukum dari perjanjian pembiayaan konsumeatddipedakan
menjadi dua, yaitu :
a. Dasar Hukum Substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensnbjagaan

konsumen, adalah perjanjian di antara para pihaklasarkan azas

kebebasan berkontrak, yakni perjanjian antara piteaksahaan financial
sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai delMengenai azas
kebebasan berkontrak di atur dalam Pasal 1338 (AyaKUHPerdata.

Pasal ini mengandung arti bahwa para pihak bolembuat berbagai

persetujuan/perjanjian baik yang sudah di atur daladang-undang,

maupun yang tidak di atur dalam undang-undang,nmeelapa yang
disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syasahnya suatu
perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pas&l KBHPerdata.

b. Dasar Hukum Administratif

Di samping dasar hukum yang bersifat substanti§ leberapa dasar

hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum rastatif bagi

keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64umal988
tentang Lembaga Pembiayaan.

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

4. Kedudukan Para Pihak Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen
Para pihak dalam transaksi pembiayaan konsumelahada
a. Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)
b.  Pihak konsumen (debitur)
c. Pihak Supplier (penjual)



Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dadaatu

transaksi pembiayan konsumen, dapat di lihat paloel sebagaimana tersebut

di bawah ini:
Hubungan para pihak dalam pembiayaan konsumen
Perusahaan Konsumen harga barang Suopli
(Ereditur) " HUPRIE
perjanjian pembiayaan
konsutmen petjanjian jual beli

Eonsumen penyerahan barang
{Debitur)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disampbh&ava hubungan

hukum yang terjadi yaitu :

a.
b.

C.

Hubungan hukum pihak kreditur dengan konsumen
Hubungan hukum pihak konsumen dengan supplier

Hubungan hukum penyedia dana (pemberi biaya) desigaplier.

Dokumen dan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Dalam praktek pembiayaan konsumen, terdapat bedbew@lompok

dokumen yang sering digunakan, yaitu :

a.

Dokumen Pendahuluan, yang melipuGredit Application Form

(Formulir Aplikasi Kredit), Surveyor Reporf{Laporan Surveyor) dan
Credit Approval MemoranduifMemo Persetujuan Kredit).

Dokumen Pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen

Dokumen Jaminan, yang meliputi Perjanjian Fidu€lassie Asuransi,
Kuasa Menjual (dan kuitansi kosong yang ditandatangoleh

konsumen), Pengakuan Hutang, Persetujuan suamiftie Persetujuan
Komisaris/RUPS.

Dokumen Kepemilikan Barang, yang biasanya berupdBRotocopy

STNK dan lain sebagainya.

Dokumen Pemesanan dan Penyerahan Barang.



D.

f. Supporting Documents
Berisi dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang kurkansumen
perorangan misalnya fotocopy KTP, fotocopy Kartlugega, pas foto,
daftar gaji, dan sebagainya.

Di samping dokumen-dokumen di atas, dalam trangadésibiayaan
konsumen terdapat tiga macam jaminan, yaitu :

a. Jaminan Utama, berupa kepercayaan dari kredituradeepdebitur
(konsumen) bahwa pihak konsumen dapat di percaya s@amggup
membayar hutang-hutangnya.

b. Jaminan Pokok, berupa barang yang dibeli dengaa tdasebut.
Apabila dana tersebut diberikan misalnya untuk medminobil, maka
mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya digbuat dalam
bentukFiduciary Transfer of Ownershifidusia).

c. Jaminan Tambahan
Dalam transaksi pembiayaan konsumen, jaminan taambafring juga
disertakan, misalnya berupa pengakuan hu{@ngmissory Notdsatau
Actknowledgement of Indebtedneskuasa menjual barang, dan
Assignment of Proced@essie) dari asuransi.

TINJAUAN TENTANG FIDUSIA

1

Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda yAducie sedangkan dalam
bahasa Inggris disebufiduciary transfer of ownershjp yang artinya
kepercayaan. Juga ada istildiduciary eigendom overdract (FEQ)aitu
penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayBangertian fidusia
terdapat di dalam Undang-undang Nomor 42 TahurO 1j88@da Pasal 1
menyebutkan bahwa Fidusia yaitu “Pengalihan halekgiikan suatu benda
atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa bgadg@ hak
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaanligdmenda”.

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hp&rkiikan dari
pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas degaercayaan, dengan benda

tetap berada ditangan pemberi fidusia.



Selain istilah fidusia, ada juga istilah lain yajaminan fidusia yang
terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Némdahun 1999 tentang
jaminan fidusia yaitu;hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud, dan tidak bergerak kboga bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimanakisumd dalam UU. No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap bedadam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan gitdertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Peadtidusia terhadap
kreditur lainnya”.

Yang menjadi dasar hukum dari fidusia adalah Undardang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dari isiddgeundang tersebut di
atas maka unsur-unsur jaminan fidusia adalah :

a. adanya hak jaminan

b. adanya obyek, yaitu banda bergerak baik yang bedvojaupun yang
tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususaygiman yang tidak
dibebani hak tanggungan.

c. Benda obyek jaminan tetap berada dalam penguasaaepi kuasa.

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kireditu

Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 198&ng

Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia ada 2 (dua)

a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak/yed;

b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang titila&bani hak
tanggungan.

Sedangkan yang menjadi subyek jaminan fidusia hdatanberi dan
penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang rpegan atau korporasi
pemilik obyek jaminan fidusia, sedangkan penerintusia adalah orang
perorangan atau korporasi yang mempunyai piutangy y@embayarannya
dijamin dengan jaminan fidusia.

Pembebanan Jaminan Fidusia
Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Né2ndahun

1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang ReEmbe jaminan fidusia.



Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tah@f i1dfat jaminan

fidusia adalah perjanjian ikutan (accesoir) damtsuperjanjian pokok yang

menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memesuiditu prestasi.”
Sedangkan pembebanan jaminan fidusia itu sendituddalam Pasal

5 yang menyebutkan bahwa“(l) Pembebanan Benda dengan Jaminan

Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasaohebia dan merupakan

akta Jaminan Fidusia; (2) Terhadap pembuatan akmidan Fidusia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakanabyayg besarnya diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”

Sedangkan dalam pasal 6 dan Pasal 9 mengatur dgmeambebanan
jaminan fidusia dilakukan sebagai berikut:

a. Di buat dengan akta notaris dalam bahasa Indoné&i® jaminan
sekurang-kurangnya memuat : Identitas para piltsta perjanjian
pokok yang dijamin fidusia; Uraian mengenai bendiagymenjadi obyek
jaminan fidusia; Nilai penjaminan; Nilai benda jauan fidusia.

b. Utang yang pelunasannya dijaminkan dengan fidudaah : Utang
yang telah ada; Utang yang pada utang eksekusit déifentukan
jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menikaloukewajiban
memenuhi suatu prestasi; Utang yang akan timbkéwtiudian hari yang
telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau idam fidusia dapat
diberikan kepada lebih dari satu penerima fidutaa &epada kuasa atau
wakil dari penerima fidusia; Jaminan fidusia dagdterikan terhadap
satu atau lebih satuan atau jenis benda termasitdngi, baik yang telah
ada pada saat jaminan diberikan maupun yang dgfekamudian.

4.  Eksekus Jaminan Fidusia
Di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 168€ng
jaminan fidusia, menyebutkan bahwa ada 3 cara eksdhenda jaminan
fidusia adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fajusiaksudnya yaitu
tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pégadyang
memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang(siacutorial verkoop)

tanpa perantaraan hakim;



A.

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidas#s kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umumnmtasenengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan,

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasakesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demifapat diperoleh
harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, bekdasgada
ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor #RnTda999 tentang
Jaminan Fidusia bahwa perjanjian penjaminan ségdtesia yang di dalamnya
memiliki kekuatan hukum eksekutoriaftitel eksekutorial) yang mana
dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang maksudnya adalah kektan
eksekutorial adalah eksekusi dapat langsung ditaksa tanpa melalui
pengadilan dan bersifat final serta mengikat panakpuntuk melaksanakan
putusan tersebut.

Selanjutnya dalam hal menyerahkan benda yang neojagek
Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekmugidn Fidusia. Terdapat
dalam Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia. Adketentuan pasal 30
tersebut menyebutkan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang
menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pela&aareksekusi Jaminan

Fidusia”.

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dokumen data-data yang

meliputi :

1.

Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Rargre Hak Milik
Secara Fidusia.
Wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bemmdengan jaminan

Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.



3.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesasprestasi dalam
perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jamifidnsia di PT. Mandiri

Tunas Finance.

B. Pembahasan

1

Bentuk dan Is Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan
Fidusiadi PT. Mandiri Tunas Finance.

Bentuk perjanjian kredit kendaraan bermotor denfganinan Fidusia
di PT. Mandiri Tunas Finance Nomor : 9071100298g¢mh 4 Juni 2011
tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Rémaye Hak Milik
Secara Fidusia, merupakan perjanjian tertulis ydibgat dalam bentuk akta
dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut gueadan bentuk
perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan isting dipakai untuk
menunjuk pada apa yang dikenal sebatgdard contract.

Dengan perjanjian baku para pengusaha diharapkaan ak
mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biayagéerdan waktu. Debitur
hanya dapat bersikap menerima atau tidak meneramaa ssekali, dimana
kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak aoh@a s#kali. Dengan
kata lain, debitur harus tunduk dan patuh padanke#® yang dimuat dalam
perjanjian baku tersebut.

Dengan demikian, dari hal-hal yang berkaitan dendmntuk
perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa seocanam perjanjian kredit
(pokoknya) tersebut telah sesuai atau tidak bemgain dengan ketentuan
Pasal 1338 KUHPerdata, tentang asas kebebasanntrasodan perjanjian
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KlU#dRertentang syarat-
Syarat sahnya perjanjian.

Namun disisi lain, perjanjian pembiayaan tersebildfuat dalam
bentuk akta dibawah tangan bertentangan dengantiate Pasal 6 huruf a
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidysiag menyatakan
bahwa pembebanan (akta) jaminan fidusia harus didalam bentuk akta
otentik, sedangkan perjanjian pembiayaan di atdakukan dengan akta

dibawah tangan (karena dibuat bukan dalam benttk @aétaris), sehingga



perjanjian tersebut memiliki kelemahan yakni tidalendapat perlindungan
hukum dari Undang-undang Jaminan Fidusia.

Kemudian isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumemgde
Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia, telah memyatad standar sebagai
syarat sahnya perjanjian didasarkan pada keteftasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjggmbiayaan konsumen
tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat- syarag fiarus dipenuhi adalah
sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mathgik dirinya,
yakni antara :

1) PT. MANDIRI TUNAS FINANCE berkedudukan di Jakartadat,
dan berkantor pusat di Graha Mandiri Lt. 3A, JlaimBonjol No.
61, dalam hal ini diwakili oleh LUDY ARDIANSYAH saku
KEPALA CABANG (selanjutnya disebut “PERSEROAN"). tk
selanjutnya disebut “KREDITUR”.

2) TUAN/NYONYA TUKINEM MULYONO bertempat tinggal di
Kalisoro RT. 01 RW. 01 Kalisoro Tawangmangu. Unselanjutnya
disebut “DEBITUR”.

Selain kedua pihak di atas, masih terdapat 1 (gahak yakni
supplier,dimana kedudukannya tidak merupakan bagian daa p&ak
dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Namun secara umum dapat disampaikan, para pihaktgakait
dalam transaksi pembiayaan konsumen, meliputi :

1) Pihak perusahaan pembiayaan (kreditur)

2) Pihak konsumen (debitur)

3) Pihak Supplier (penjual)

Untuk mengetahui mengenai hubungan para pihak dalstu
transaksi pembiayan konsumen, dapat di lihat pabal tsebagaimana

tersebut di bawah ini:



Peruzahaan Eonsumen harga barang .
> suppler

(Ereditur) "

petjatjian petnbiayaat
konsumen perjatjian jual bel

Eonsumen penyerahan barang
(Debitur) |

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelasgebagai

berikut :

1)

2)

3)

Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumenalada
hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinygastarkan pada
kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiaye@sumen.
Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utamiak u
memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu ¢pd@msumsi,
sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biakaviegiban
utama untuk membayar kembali uang tersebut secara
cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya.

Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan supplier terdapat
hubungan jual beli (bersyarat), pihak supplier mahjbarang
kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, dadmga akan
dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya
Hubungan penyedia dana dengapplier.

Antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan
supplier tidak ada hubungan hukum yang khusus, dlepihak
penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkatuku
menyediakan dana dan digunakan dalam perjanjidroglaantara

pihaksupplierdengan konsumen.



Adanya kecakapan diantara para pihak untuk mensuadt perjanjian.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara konsdemgyan
pihak PT. Mandiri Tunas Finance mengenai ketenkecakapan para
pihak untuk mengadakan perjanjian dapat diketahbiMa kedua belah
pihak adalah cakap secara hukum.

Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalanigayang
menjadi obyek dari perjanjian. Yang menjadi obyelerjgnjian
pembiayaan antara konsumen dengan pihak PT. Mahahas Finance
adalah kendaraan bermotor (mobil) yang pembayaearsiiakukan
secara angsuran.

Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian pembiayaan antara konsumen derijan
Mandiri Tunas Finance syarat ini telah terpenuthamiaAkta Perjanjian
Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak di larang bledang-undang,
serta tidak bertentangan dengan kepentingan umamkesusilaan.

Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan paassa
pembiayaan merupakan perjanjian berdasarkan azdseb&san
berkontrak, yaitu perjanjian antara PT. Mandiri dsirFinance sebagai
kreditur, dan pihak konsumen sebagai debitur.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Mandiriaun
Finance merupakan perjanjian hutang piutang dempgenryerahan hak
milik secara fidusia, yang artinya penyerahan hakikm(obyek
pembiayaan) dilakukan secara kepercayaan kepadasutam
(customer), hanya saja bukti kepemilikannya dipggateh kreditur,
yaitu PT. Mandiri Tunas Finance.

Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumereliats
sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-uNdamgr 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahVizdusia
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda dsssr kepercayaan,
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikadhiajihkan tetap

berada dalam penguasaan pemilik benda“.



Namun ketentuan lain dalam undang-undang tersefakni
Pasal 6 huruf a, dapat menyatakan bahwa perjappganbiayaan yang
jaminan secara fidusia yang dibuat dengan aktandibaangan tersebut
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf anjangatakan bahwa
pembebanan (akta) jaminan fidusia harus dibuatndabentuk akta
otentik, sedangkan dalam perjanjian pembiayaan tas, adilakukan
dengan akta dibawah tangan (karena dibuat bukaamdakntuk akta
notaris), sehingga perjanjian tersebut memilikieckghhan yakni tidak
mendapat perlindungan hukum dari Undang-undangniamtidusia.

Jaminan Fidusia dalam perjanjian pembiayaan aktaraumen
dengan PT. Mandiri Tunas Finance, merupakan péjargccesoir
(tambahan), karena timbulnya perjanjian fidusiaukadidahului oleh
perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mela@rkutang piutang
antara debitur dan kreditur, yang mana utang tetsiemudian
dijaminkan pelunasannya dengan jaminan fidusiaebens Biasanya
dalam memberikan pinjaman uang, kreditur mencanammketentuan
bahwa debitur atau pihak lain yang disetujui olebitir dan kreditur
secara bersama-sama berkewajiban untuk menyerdidamg-barang
tertentu kepada kreditur (sebagai penerima fidusiafjuk menjamin
pelunasan seluruh utang debitur tersebut.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor
dengan jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak akshnakan apa
yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakanlahtenelakukan wanprestasi.
Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau afza ingkar janji atau
bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesusl yang
dilarang/tidak boleh dilakukan.Hal ini berakibatkhm yakni pihak/para pihak
yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan darigsiestau konsekwensi lain
yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen padaM@&idiri

Tunas Finance wanprestasi yang terjadi diantaranya



Debitor tidak memenuhi salah satu atau lebih kdwaajisebagaimana
ditentukan dalam perjanjian, tidak melakukan perab@y angsuran
hutang pembiayaan dengan lewatnya waktu 30 (tigahpuhari sejak

tanggal jatuh angsuran;

Debitor tidak memenuhi kewajiban seperti merawanh daenjaga

keutuhan barang jaminan dari segala kemungkinans&kan, hilang

atau musnah, satu dan lain hal atas resiko sendiri;

Debitor melakukan perbuatan yang seharusnya tidd&hbdilakukan

seperti menjual, meminjamkan atau melakukan peabdatrbuatan lain
yang bertujuan dan/atau berakibat beralihnya bajangnan tersebut
kepada pihak lain siapapun adanya, dengan bentukata apapun juga,
tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur.

Barang jaminan disita atau terancam oleh suatakeu penyitaan pihak
lain siapapun.

Dari wanprestasi yang ditemukan penulis di PT. Man@unas

Finance, Tbk tersebut, menurut Damar Aryo Prasetgomno, selaku Remedial

Section Head PT. Mandiri Tunas Finance Cabang &uak upaya

penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberagdadn, diantaranya

sebagai berikut :

a.

Keterlambatan pembayaran (Over Due)
1) Konsumen over due (4-15 hari)
2)  Customer over due (16-30 hari).
3) Konsumen over due (31- 60 hari).
4)  Konsumen over due ( 61 — 90 hari ).
5) Konsumen over due lebih dari 91 hari.
6) Konsumen over due lebih dari 150 hari.
Penarikan Obyek Pembiayaan
Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan baramgga
dilakukan olehRemedial Operationainelalui EksekutoBebt Collector.
Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan terselka dokumen-
dokumen yang diperlukan di analisa dan di cek kgapannya. Adapun

dokumen yang perlu disiapkan yaitu : Surat KuasartiKAccount



Receivable(Kartu A/R), dan Berita Acara Serah Terima Kendara

(BASTK).

Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugastalam
arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakaska idealnya
akan ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan guggtardata ataupun
pelaporan tindak pidana.

c. Pengajuan Gugatan Perdata ataupun Pelaporan Tiidiaka

Dalam mengajukan gugatan ataupun pelaporan tindzna
maka kelengkapan data yang diperlukan, meliputi :

1) Kronologis Permasalahan dan Tindakan yang dipemluka

2) Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan rijiama

Pemberian Jaminan Fidusia.

3) Kartu Account Receivable (Kartu A/R)

4)  Somasi/ Surat Peringatan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikamdaiangkaji
terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dergayanjian pembiayaan
konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bernodimempat di PT.
Mandiri Tunas Finance, yaitu :

1) Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Tindak Pidana Penipuan ( Pasal 378 KUHP)
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestas
dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia di
PT. Mandiri Tunas Finance.

a. Obyek jaminan telah dipindahtangankan kepada pite@k tanpa
sepengetahuan PT. Mandiri Tunas Finance.

Alasan konsumen melakukan pengalihan hak kendaraan
bermotor tanpa sepengetahuan perusahaan ini disebakarena
konsumen membutuhkan dana secara cepat karenaebdtulkan yang
sangat mendesak, sehingga konsumen terpaksa mahalagngalihan
hak tanpa sepengetahuan perusahaan, sedangkamkonserentalkan
kendaraan motornya disebabkan konsumen ingin mentdmbahan

uang karena gajinya tidak mencukupi kebutuhan kgtua



Obyek jaminan hilang atau musnah.

Alasan konsumen terhadap kendaraan bermotor ydawgghini
bukan kesalahan yang disengaja oleh konsumen kakendaraan
bermotornya hilang pada saat tidak terduga darh telemperhatikan
pengamanannya.

Apabila terjadi salah satu dari peristiwa diatagkan pihak
konsumen harus melaporkan kejadian tersebut pEimbat 2 x 24 jam
terhitung sejak saat kejadian kepada PT. Mandimg§u~inance.

Konsumen harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai
berikut:

1) Laporan kehilangan dari kantor polisi setempat

2) Fotocopi KTP dan SIM C tertanggung

3) STNK asli dan kunci kontak kendaraan

4)  Formulir klaim

5) Surat kuasa pengurusan pemblokiran STNK dan BPK@ada
perusahaan asuransi.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan
penyelesaiannya, maka pihak PT. Mandiri Tunas E@amengambil
langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang thsdpakati bersama
dan menjadi dasar yang mengikat para pihak senkakie sebagai

undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kekid&ta.
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